
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur , Djawa Tengah , Djawa Barat , dan Daerah lstimewa 
Yogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3029); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perkotaan. 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat 
(3) Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 
yang Sudah Kedaluwarsa. 

Menimbang 

WALIKOTA SEMARANG, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK 

BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN 

NOMOR 39 TAHUN 2011 

WALIKOTA SEMARANG 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

TENT ANG 



9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan v 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Negara Nomor 3091) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3987); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten 
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan 
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Semarang, dalam Wilayah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 89); 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4049); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5145); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3097); 
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v 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 



25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota 
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 
Nomor 22); 

23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Seamarang 
(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
Nomor 4 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Seri D Nomor 2); 

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1); V 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Negara Nomor 4737); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5179); 
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5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan v 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB, 
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya 
pajak Bumi dan Bangunan perkotaan yang terutang kepada 
Wajib Pajak. 

3. Walikota adalah Walikota Semarang. 

4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Semarang. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA 
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERKOTAAN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Semarang Nomor 60 ); 

27. Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 T ahun 2008 tentang 
Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kota Semarang (Serita Daerah Kota 
Semarang Tahun 2008 Nomor 42); 
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(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan 
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak 
dan belum melunasinya. 

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah 
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan 
tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah; 

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tertangguh apabila: 
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ; 
b. Ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik 

langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hat diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa 
terse but. " 

BAB II 
KEDALUWARSA 

Pasal 2 

8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan 
Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok 
pajak yang terutang. 

9. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan 
Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB, adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi 
administratif berupa bunga dan/atau denda. 

10. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang 
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat Tagihan 
Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat 
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

11. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi 
dan Bangunan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. 
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a. wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat 
ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak 
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli 
waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; 

b. wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai 
harta kekayaan lagi; 

(3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) paling sedikit memuat: 
a. nama dan alamat wajib pajak; 
b. jumlah piutang pajak; 
c. tahun pajak; 
d. alasan penghapusan piutang pajak. 

(4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. SPPT; 
b. SKPD; 
c. STPD; 
d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan 
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. 

(5) Piutang Pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data 
tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat atau tidak 
mungkin ditagih lagi disebabkan karena : 

(2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan 
usulan kepala DPKAD. 

BAB Ill 
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK 

Pasal 3 
(1) Walikota dapat menghapuskan piutang pajak dikarenakan 

tidak bisa tertagih dan I atau sudah kedaluwarsa. 

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari 
pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. 
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(2) Uraian penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus menggambarkan keadaan wajib pajak dan piutang 
pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan 
besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan 
diusulkan untuk dihapus. 

(1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak 
yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilakukan 
penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh DPKAD 
yang hasilnya dibuat uraian penelitian. 

Pasal 4 

e. sebab lain sesuai hasil penelitian. 

d. hak untuk melakukan penagihan pajak sud ah 
kedaluwarsa; atau 

a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, 
komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak 
lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau 
likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan; 

b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki 
harta kekayaan lagi; 

c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan 
penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, 
direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan 
niaga, baik secara langsung maupun dengan 
menempelkan pada papan pengumuman atau media 
massa; 

(6) Piutang pajak Wajib Pajak Sadan yang menurut data 
tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dapat atau 
tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena : 

e. wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, 
seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau 
dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak 
lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan 
keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana 
alam, kebakaran dan lain sebagainya. 

c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak 
sudah tutup; 

d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; 
atau 
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AKHMAT ZAENURI 
Serita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor . }9. .. 

Diundangkan di Semarang 
Padatanggal: Jh,~ktober 2011 

SEKRETARIS DAERAH 

H. SOEMARMO HS. 

WALIKOTA SEMARANG 

Ditetapkan di Semarang 
padatanggal 31 Oktober 2011 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita 
Daerah Kota Semarang. 

Pasal 9 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini diatur lebih 
lanjut dalam petunjuk teknis Kepala Dinas. 

BABIV 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 8 

Pasal7 
Standar Operasional Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Bumi 
dan Bangunan tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini. 

(2) Kepala DPKAD menyampaikan daftar usulan penghapusan 
piutang pajak yang telah diteliti kepada Walikota. 

(1) DPKAD menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak 
berdasarkan uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5. 

Pasal6 

Pasal 5 
Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat 
di usulkan untuk dihapus setelah adanya uraian penelitian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 
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F. Prosedur Kerja : 

1. Kepala DPKAD menugaskan Kepala Bidang Pajak Daerah untuk membuat usulan 
penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa. 

2. Kepala Bidang Pajak Daerah menugaskan Kepala Seksi Penagihan untuk menyiapkan 
konsep keputusan daftar usu Ian piutang yang sudah kedaluwarsa. 

3. Kepala Seksi Penagihan menyiapkan usulan konsep keputusan usulan piutang yang 
sudah kedaluwarsa dan tidak dapat tertagih . 

4. Kepala Bidang Pajak Daerah meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep 
Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta mengajukan kepada Kepala DPKAD. 

5. Kepala DPKAD meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan 
Penghapusan Piutang serta meneruskan ke Walikota. 

6. Walikota menyetujui dan menandatangani daftar penghapusan piutang dan Surat 
Keputusan Penghapusan Piutang dan mengembalikan ke DPKAD. 

7. Pelaksana menatausahakan daftar penghapusan piutang dan Surat Keputusan 
Penghapusan Piutang serta melakukan pemutakhiran data. 

8. Proses selesai. 

E. Dokumen yang dihasilkan : 
1. Konsep Surat Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang PBB dan Lampirannya. 

D. Dokumen yang digunakan : 
1. Surat Pengantar usulan penghapusan PBB 
2. Formulir penghapusan piutang PBB 

Daftar rekapitulasi piutang pajak yang dihapuskan. 
Daftar usulan penghapusan piutang pajak tidak berlogo dalam rangkap (1) 
Daftar usulan penghapusan piutang pajak berlogo rangkap (2) 

C. Pihak Terkait : 
1. Walikota 
2. Kepala DPKAD 
3. Kepala Bidang Pajak Daerah 
4. Kepala Seksi Penagihan 
5. Pelaksana 
6. Wajib Pajak 

B. Dasar Hukum : 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perkotaan. 

A. Deskripsi : 
Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan 
Bangunan, DPKAD dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang atas tunggakan PBB 
yang sudah daluwarsa dan atau oleh sebab lain. 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG 

PNAKBUMIDANBANGUNAN 

39 NOMOR 

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA 

SEMARANG 

31 Oktober 2011 TANGGAL 
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H. SOEMARMO HS. - .. - 
WALIKOTA SEMARANG 

Walikota Ka. DPKAD KepalaBidangPajak KepalaSeksi Penagihan Pelaksana 
Dae rah 

y 
Perintah Perintah Menyiapkan & 
membuat -~ daftar usulan membuat konsep SK 
usu Ian piutang yang daftar usulan 
penghapus kedaluarsa piutang yang 
an piutang kedaluarsa 
kedaluarsa 

Di teliti Di teliti - - 
dan di - kembali 
usulkan 

~ 

- 

- ~ 
• 

Dilakukan 
penatausahaan dan 
pemutakhiran data 

,_ 
I- 

G. Bagan Arus (Flow Chart): 

Jangka Waktu Penyelesaian : 
Sampai dengan pengajuan daftarusulanpenghapusanpiutangdankonsep Surat 
KeputusanPenghapusanPiutang : paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja 
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